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KATA PENGANTAR 

 

Manusia dengan segala kebebasan dan kemampuannya bisa menciptakan 

dan menentukan kemajuan dunia. Pada abad ke-17 banyak hal baru yang muncul 

karena hasil eksperimen atas dunia oleh manusia. Hal-hal baru tersebut muncul 

sebagai akibat langsung dari percobaan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri 

terhadap dunia. Ilmu-ilmu alam lahir sebagai sintesis dari percobaan yang 

dilakukan oleh manusia terhadap dunia. Dengan munculnya ilmu-ilmu alam, 

banyak hal baru yang turut muncul sebagai akibat langsung dari perkembangan 

ilmu pengetahuan.  

Penemuan mesin merupakan bagian dari pengaruh perkembangan ilmu 

pengetahuan. Kehadiran mesin sangat mempengaruhi kehidupan manusia, terlebih 

khusus dalam bidang kerja manusia. Pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan 

terhadap manusia bersifat ambivalen. Pertama, dengan adanya mesin-mesin yang 

merupakan hasil penemuan manusia itu sendiri, manusia dipermudahkan dalam 

hal bekerja dan dalam hal-hal lain dalam kehidupan manusia. Kedua, dengan 

adanya kemajuan di beberapa bidang seperti ekonomi, terjadi suatu masalah baru 

yakni terciptanya kelas-kelas sosial yang pada akhirnya saling menguasai antara 

kelas. Hal tersebut dapat dilihat dalam relasi orang kaya atau kaum kapitalis 

dengan orang miskin atau kaum proletarian. Kaum kapitalis seringkali mengisap 

tenaga dari kaum proletar melalui sistem kerja yang mereka berikan kepada kaum 

proletar. Hal ini merupakan suatu bentuk ketimpangan yang nyata akibat dari 

perkembangan yang terjadi atas dasar kemampuan serta kebebasan manusia 

terlebih khusus dalam hubungan dengan hasil eksperimen manusia atas dunia. 

Kesadaran akan kurangnya peran manusia dalam bidang pekerjaan baru 

muncul bersamaan dengan munculnya Revolusi Industri yang mulai menanjak 

pada abad ke-19. Revolusi Industri ditandai dengan adanya penemuan mesin uap 

yang pertama kalinya menyediakan energi yang besar bagi proses 

produksi.Dengan adanya penemuan mesin uap ini, terjadi pergeseran peran 

manusia dalam bidang pekerjaannya. Penemuan mesin-mesin telah mempermudah 

proses dalam berproduksi. Produksi tidak lagi dibatasi oleh segala macam 

ketentuan feodal, oleh keterkaitan petani pada tanah dan sebagainya, tetapi 
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produksi seluruhnya ditentukan oleh kepentingan kaum kapitalis. Cara produksi 

kapitalis itu mempunyai efek yang mendalam bagi para pekerja pada umumnya. 

Para pekerja dalam sistem produksi seperti ini di satu pihak lebih bebas karena 

mereka berhak untuk mencari pekerjaan di mana-mana. Namun di pihak lain 

mereka bergantung pada majikan, karena mereka hanya bisa bekerja apabila ada 

tawaran dari tempat-tempat kerja yang dimiliki oleh pemilik modal.  

Sejak Revolusi Industri hingga saat ini, hubungan pekerja dan pengusaha 

diwarnai oleh hubungan ketergantungan sekaligus hubungan konflik. Di satu 

pihak, pekerja tidak akan mendapat upah tanpa adanya pengusaha dan di pihak 

lain, pengusaha tidak akan dapat menjalankan usahanya tanpa ada para pekerja. 

Hubungan pekerja dengan pengusaha atau pemilik modal yang saling bergantung 

ini tidak pernah lepas dari berbagai permasalahan ketenagakerjaan. Jumlah 

penganggur yang lebih besar dari kesempatan kerja dan lapangan kerja merupakan 

salah satu faktor pemicu terjadinya perselisihan perburuhan. Tuntutan kenaikan 

upah dan kesejahteraan para pekerja serta pelaksanaan hak normatif para pekerja 

tidak mendapat perhatian sebagaimana mestinya. Dalam situasi seperti ini kaum 

buruh mengalami kesulitan. Tetapi karena buruh harus memenuhi kebutuhan 

primernya seperti makanan, minuman dan memenuhi kebutuhan dasar lainnya, 

maka bagaimana pun juga situasinya mereka harus menjual tenaganya kepada 

para pemilik modal atau pemilik perusahaan. Dengan demikian untuk pertama 

kalinya timbul kesadaran bahwa kemiskinan sekelompok orang itu bukan masalah 

nasib, bukan masalah alami saja, melainkan masalah sistem. 

Gereja sebagai bagian dari dunia ini memberikan tanggapan terhadap 

situasi ketidakadilan tersebut. Gereja sadar akan situasi baru tersebut dan 

menentang kelompok-kelompok yang melakukan tindakan ketidakadilan serta 

aliran-aliran yang bertentangan dengan paham Gereja melalui ajaran yang 

berbasis iman kristiani. Ajaran yang berbasis iman kristiani disebut sebagai 

Ajaran Sosial Gereja. Ajaran Sosial Gereja merupakan sebagai respons terhadap 

kesadaran baru itu. Gereja merumuskan bagaimana seharusnya susunan 

masyarakat agar sesuai dengan tuntutan keadilan dan menghargai martabat 

manusia sebagai citra Allah. Ajaran Sosial Gereja mengemukakan garis-garis 
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pokok untuk berrefleksi, mengusahakan pedomaan bagi penilaian dan memberi 

orientasi untuk bertindak melawan situasi baru yang terjadi. 

Dalam menanggapi persoalan-persoalan yang ada, Gereja menyinggung 

kedudukan dan hak negara dalam usahauntuk menegakkan keadilan dalam dunia 

kerja. Gereja menganjurkan negara untukmembuat peraturan atau undang-undang 

yang bisa menciptakan sebuah keadilan dalam dunia kerja, terlebih khusus dalam 

hubungan dengan pemberian upah kepada pekerja. 

Dalam tulisan ini,penulis berusaha menganalisis dan menjelaskan 

pengaturan upah minimum dalam UU Ketenagakerjaan serta penerapannya di 

komunitas-komunitas Gereja Katolik di Maumere dalam perspektif Ajaran Sosial 

Gereja. 
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ABSTAKSI 

 

Yohanes Lapang. 17.75.6247. Implementasi Pengaturan Upah Minimum dalam 

Undang-Undang Ketenagakerjaan di Komunitas-komunitas Gereja Katolik di 

Maumere dalam Perspektif Ajaran Sosial Gereja. Skripsi. Program Sarjana, 

Program Studi Filsafat, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero. 2021. 

 Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan dan menganalisis 

implementasi pengaturan upah minimum dalam UU Ketenagakerjaan di 

komunitas-komunitas Gereja Katolik di Maumere dalam perspektif Ajaran Sosial 

Gereja, (2) mendeskripsikan pengaturan upah minimum dalam UU 

Ketenagakerjaan, (3) mendeskripsikan Ajaran Sosial Gereja, dan (4) 

mendeskripsikan implementasi pengaturan upah minimum dalam UU 

Ketenagakerjaan di komunitas-komunitas Gereja Katolik di Maumere. 

 Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. 

Obyek yang diteliti adalah implementasi pengaturan upah minimum dalam UU 

Ketenagakerjaan di komunitas-komunitas Gereja Katolik di Maumere dalam 

perspektif Ajaran Sosial Gereja. Wujud data dalam penelitian ini berupa peraturan 

upah minimum yang ada dalam UU Ketenagakerjaan, prinsip-prinsip dalam 

Ajaran Sosial Gereja dan data implementasi peraturan upah dalam UU 

Ketenagakerjaan dari setiap komunitas yang diteliti. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan adalah menggunakan kuesioner.  

 Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan sebagai berikut. 1) Dari delapan 

komunitas yang diteliti, hanya terdapat tiga komunitas saja yang menerapkan atau 

mengimplementasikan pengaturan upah minimum dalam UU Ketenagakerjaan. 

Komunitas-komunitas tersebut ialah Komunitas Seminari Tinggi St. Paulus 

Ledalero (SVD), Komunitas Seminari Tinggi St Petrus Ritapiret dan Komunitas 

Biara Scalabrinian. Sedangkan komunitas Biara Karmel-Wairklau, Biara 

Rogationis-Ribang, Biara Agustinian-Wairpelit, Biara Kamilian-Nita dan Biara 

Stigmata-Nita, tidak menerapkan peraturan yang ada. 2) Pengaturan upah 

minimum merupakan usaha pemerintah untuk menetapkan batas bawah upah yang 

harus diterima oleh seorang pekerja yang telah melakukan pekerjaan. Upah 

minimum disimpulkan sebagai jaring pengaman untuk tidak terjadinya 

ketidakadilan dalam pemberian upah. 3) Ajaran Sosial Gereja merupakan sebuah 

bentuk tanggapan Gereja terhadap masalah-masalah sosial yang terjadi. Gereja 

memberikan pedomaan, arah untuk bertindak melawan masalah yang terjadi 

dengan bertolak pada ajaran Katolik. 4) Dalam Ajaran Sosial Gereja disinggung 

tentang peran dan hak negara untuk membuat peraturan yang melindungi 

warganya dari suatu praktek ketidakadilan serta menyejahterakan semua 

warganya. Oleh karena itu, ketika dilihat dari perspektif Ajaran Sosial Gereja 

tentang pengaturan upah minimum dalam UU Ketenagakerjaan disimpulkan 

bahwa hal itu merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk melindungi 

warganya terlebih khusus semua pekerja dan pengusaha. Dan disimpulkan juga 

bahwa mekanisme dalam pengaturan upah minimum dalam UU Ketenagakerjaan 

terdapat beberapa prinsip yang oleh Gereja prinsip itulah yang harus 

dikedepankan dalam membuat sebuah aturan atau dalam melakukan sesuatu. 

Prinsip-prinsip tersebut ialah penghormatan terhadap pribadi manusia, prinsip 
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kesejahteraan umum, prinsip subsidiaritas, prinsip solidaritas dan prinsip 

keterlibatan. 

 Dalam hubungan dengan implementasi pengaturan upah minimum dalam 

UU Ketenagakerjaan di komunitas-komunitas Gereja Katolik di Maumere 

disimpulkan bahwa komunitas-komunitas yang telah menerapkan pengaturan 

upah minimum pada tahun 2020 di komunitasnya telah melakukan suatu hal yang 

sangat adil dalam memberikan upah kepada pekerja. Sedangkan bagi komunitas 

yang tidak menerapkan pengaturan upah minimum dalam UU Ketenagakerjaan 

pada tahun 2020 di komunitasnya telah melakukan suatu hal yang tidak adil dalam 

memberikan upah kepada pekerja. Dikatakan sebagai sesuatu yang adil kepada 

komunitas yang menerapkan pengaturan upah dalam UU Ketenagakerjaan ialah 

karena memberikan upah kepada pekerja sesuai dengan hukum yang berlaku. 

Sebaliknya, dikatakan sebagai sesuatu yang tidak adil kepada komunitas yang 

tidak menerapkan pengaturan upah dalam UU Ketenagakerjaan ialah karena 

memberikan upah kepada pekerja tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. 

 

Kata kunci: UU Ketenagakerjaan, upah minimum, Ajaran Sosial Gereja, 

komunitas Gereja Katolik, dan 2020. 
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ABSTRACT 

 

Yohanes Lapang. 17.75.6247. Implementation of Minimum Wage Arrangements 

in the Act on Manpower in Catholic Church Communities in Maumere in the 

Perspective of Church Social Teaching. Thesis. Undergraduate Program, 

Philosophy Study Program, Ledalero Catholic School of Philosophy. 2021. 

This study aims to (1) describe and analyze the implementation of the 

minimum wage setting in the Manpower Law in the Catholic Church communities 

in Maumere in the perspective of the Church Social Teachings, (2) describe the 

minimum wage setting in the Manpower Act, (3) describe the Church Social 

Teachings, and (4) describe the implementation of minimum wage regulation in 

the Manpower Law in the Catholic Church communities in Maumere. 

The method used in this study is descriptive quantitative. The object of 

study is the implementation of minimum wage regulation in the Manpower Law 

in the Catholic Church communities in Maumere in the perspective of the Church 

Social Teachings. The data in this study are in the form of minimum wage 

regulations in the Manpower Law, principles in Church Social Teaching and data 

on the implementation of wage regulations in the Manpower Law from each 

community studied. The data collection technique used is using a questionnaire. 

Based on the results of the study concluded as follows. 1) Of the eight 

communities studied, there are only three communities that implement or 

implement minimum wage arrangements in the Manpower Law. These 

communities are the Community of St. Paul Ledalero (SVD), St Peter Ritapiret 

Seminary and Scalabrinians Community. Meanwhile, Carmel Seminary - 

Wairklau, Rogationists Seminary - Ribang, Augustinians Seminary - Wairpelit, 

Camillians Seminary - Nita and Stigmatines Seminary - Nita do not apply the 

existing regulations. 2) The regulation of minimum wages is an attempt by the 

government to set a lower limit of wages that must be received by a worker who 

has done work. The minimum wage is concluded as a safety net to prevent 

injustice in the provision of wages. 3) The Church Social Teaching is a form of 

the Church’s response to social problems that occur. The church provides 

guidelines, directions for action against problems that occur by starting with 

Catholic teachings. 4) In the Church Social Teachings, it is mentioned about the 

role and right of the state to make regulations to protect its citizens from unfair 

practices and to improve the welfare of all its citizens. Therefore, viewed from the 

perspective of the Church Social Teachings regarding the regulation of minimum 

wages in the Manpower Act, it is concluded that it is a form of state responsibility 

to protect its citizens, especially all workers and employers. And it is also 

concluded that the mechanism for regulating the minimum wage in the Manpower 

Law contains several principles which the Church must put forward in making a 

rule or in doing something. These principles are respect for the human person, the 

principle of public welfare, the principle of subsidiarity, the principle of solidarity 

and the principle of involvement.  

In relation to the implementation of the minimum wage setting in the 

Manpower Law in the communities of the Catholic Church in Maumere, it is 

concluded that the communities that have implemented the minimum wage 

regulation in 2020 in their communities have done something very fair in 

providing wages to workers. Meanwhile, for communities that do not apply 
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minimum wage arrangements in the Manpower Law in 2020, their communities 

have done something unfair in providing wages to workers. It is said to be fair to 

the community that applies the wage regulation in the Manpower Law because it 

provides wages to workers in accordance with applicable law. On the other hand, 

it is said to be unfair to a community that does not apply the wage regulation in 

the Manpower Law because it is not in accordance with the applicable law to 

provide wages to workers. 

 

Keywords: Manpower Act, minimum wage, Church Social Teaching, Catholic 

Church community, and 2020. 
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